ABSTRAK

Fauzi Maharendra, 126103203243.”Peranan Pemerintah Desa Terhadap
Pengusaha Kost Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba
Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2023 (studi kasus desa Plosokandang
Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung).
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Penelitian ini dilatarbelakangi dengan penetapan desa Plosokandng
sebagai daerah rawan peredaran gelap narkoba pada tahun 2023. Berdasarkan data
pravalensi Badan Narkotika Negara salah satu tempat dengan rawan peredaran
gelap narkoba adalah rumah kost. Peredaran gelap narkoba pada rumah kost
menduduki posisi pertama dengan skala 60,3%. Banyaknya jumlah rumah kost di
Desa Plosokandang yaitu sekitar 226 rumah kost maka perlunya sebuah
pencegahan agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Berdasrkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2023,
Pemerintah Desa melakukan fasilititasi tentang P4GN (Pencegahan,
Pemberantaan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Rumusan masalah dalam penelitin ini adalah; 1) Bagaimana peran
pemerintah desa Plosokandang dalam upaya mencegah peredaran gelap Narkoba
pada rumah kost? 2)Bagaimana hambatan pemerintah desa Plosokandang dalam
upaya mencegah peredaran gelap Narkoba pada rumah kost? Tujuan penelitian ini
adalah 1. Mengetahui  peran Pemerintah Desa Plosokandang dalam mencegah
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pada rumah kost 2.Mengetahui
hambatan yang dialami Pemerintah Desa Plosokandang dalam mencegah
peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba pada rumah kost.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara, dan dokumentasi.
Analisis data menggunakan analisis kualitatif, triangulansi digunakan untuk
pengecakan keabsahan data.

Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1)Pemerintah Desa Plosokandang
Kecamatan Kedugwaru Kabupaten Tulungagung dalam upaya mencegah
peredaran gelap narkoba pada rumah kost, pemerinntah desa membuat sebuah
PERDES (Peraturan Desa) yang mengatur tentang pengusaha kost. Perturan Desa
tersebut mengatur tentang tata tertib dan keamanan pada rumah kost mengenai
laran narkoba. Namun saat ini peraturan desa tersebut belum selesai dan masih
dalam proses pembentukan. 2)Upaya pemerintah desa Plosokandang terkait
pencegahan narkoba dan perlindungan warga pemerintah desa mengupayakan
agar direhabilitasi apabila ada salah satu warga terjerumus dalam narkoba.
3)Pemerintah desa Plosokandang bekerja sama dengan IBM (Intervensi Berbasis
Masyarakat) bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan
narkoba dan mengintervensi masyarakat apabila melakukan penyalahgunaan
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narkoba di rumah kost maupun di tempat lainnya. 4) Pemerintah Desa
Plosokandang belum mengadakan sosialisasi tentang narkoba terhadap pengusaha
kost. Sampai saat ini sosialisasi dan pelatihan P4AGN (Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Perdaran Gelap Narkotika) hanya
dilaksanakan secara umum terhadap masyarakat luas. 5)Banyaknya pengusaha
kost atau pengelola kost yang belum menerapkan peraturan larangan narkoba. 6)
Kebanyakan peraturan yang di terapkan dalam rumah kost adalah peraturan
tentang kebersihan dan peraturan tersebut disampaikan secara tidak tertulis. 7)
Tidak adanya poster larangan atau kampanye bahaya narkoba pada rumah kost.
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ABSTRACT

Fauzi Maharendra, 126103203243." The role of the village government towards
boarding house entrepreneurs in preventing illicit drug trafficking based on
Regional Regulation Number 1 of 2023 (case study of Plosokandang
village, Kedungwaru District, Tulungagung Regency).

Keywords: Village Government, Prevent, boarding businessman, Drugs.

This research was motivated by the determination of Plosokandng village
as an area prone to illicit drug trafficking in 2023. Based on prevalence data from
the State Narcotics Agency, one of the places prone to illicit drug trafficking is
boarding houses. lllicit drug trafficking in boarding houses occupies the first
position with a scale of 60.3%. The large number of boarding houses in
Plosokandang Village is around 226 boarding houses, so a prevention is needed so
that there is no abuse and illicit circulation of drugs. Based on the Regional
Regulation of Tulungagung Regency Number 1 of 2023, the Village Government
facilitates P4GN (Prevention, Entrenchment, Abuse and Illicit Drug Circulation.

The formulation of the problem in this research is; 1) What is the role of
the Plosokandang village government in preventing illicit drug trafficking in
boarding houses? 2) What are the obstacles of the Plosokandang village
government in preventing illicit drug trafficking in boarding houses? The
objectives of this study are 1. Knowing the role of the Plosokandang Village
Government in preventing drug abuse and illicit circulation in boarding houses
2.Knowing the obstacles experienced by the Plosokandang Village Government in
preventing illicit circulation and drug abuse in boarding houses.

This research is qualitative research with a case study approach. Data
collection using observation, interviews, and documentation. Data analysis uses
qualitative analysis, triangulance is used for checking the validity of data.

The results of this study show that: 1) The Plosokandang Village
Government, Kedugwaru District, Tulungagung Regency in an effort to prevent
illicit drug trafficking in boarding houses, the village government made a
PERDES (Village Regulation) that regulates boarding house entrepreneurs. In the
Village Regulation regulates the order and security in boarding houses regarding
drug prohibition. But currently the village regulation has not been finalized and is
still in the process of being formed. 2) In the efforts of the Plosokandang village
government regarding drug prevention and community protection, the village
government seeks to be rehabilitated if one of the residents falls into drugs. 3) The
Plosokandang village government in collaboration with IBM (Mobility Based
Intervention) aims to solve the problem of drug abuse and intervene in the
community if they abuse drugs in boarding houses and other places. 4) The
Plosokandang Village Government has not held socialization about drugs to
boarding house entrepreneurs. Until now, P4AGN (Prevention and Eradication of
Drug Abuse peolpe) socialization and training has only been carried out in general
to the wider community. 5) The number of boarding house entrepreneurs or
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boarding house managers who have not implemented drug prohibition regulations.
6) Most of the rules applied in boarding houses are hygiene regulations and these
rules are conveyed unwritten. 7) The absence of prohibition posters or drug hazard
campaigns in boarding houses.
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